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2.1 Latar Belakang Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Secara filosofis, keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu pemikiran
danupaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmaniah maupun rohaniah
tenagakerja pada khususnya dan pada manusia pada umumnya beserta hasil karya dan
budayanyamenuju masyarakat adil dan makmur.Ditinjau dari segi keilmuan
keselamatan dan kesehatan kerja dapat diartikansebagai ilmu pengetahuan dan
penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinanterjadinya kecelakaan dan
penyakit akibat kerja (Azmi, 2008).
Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) mendapat
perhatian yang sangat penting dewasa ini karena masih tingginya angka kecelakaan
kerja.Tujuan utama penerapan SMK3 adalah untuk mengurangi atau mencegah
kecelakaan yang mengakibatkan cedera atau kerugian materi.Karena itu, para ahli K3
berupaya mempelajari fenomena kecelakaan, faktor penyebab, serta cara efektif untuk
mencegahnya. Upaya pencegahan kecelakaan di Indonesia masih menghadapi
berbagai kendala, salah satu diantaranya adalah pola pikir yang masih tradisionil yang
menganggap kecelakaan adalah sebagai musibah, sehingga masyarakat bersifat
pasrah (Ramli, 2010).
ILO (International Labour Organization) menunjukkan bahwa setiap tahun
diperkirakan paling sedikit terjadi 1.1 juta kematian karena penykait atau kecelakaan
akibat kerja.Dari angka tersebut 300.000 kematian merupakan akibat 250 juta
kecelakaan yang terjadi dalam industry di seluruh dunia (Azmi, 2008).
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2.1.1 Penyebab Kecelakaan Kerja
Penyebab kecelakaan kerja secara umum dapat dibagi menjadi dua bagian antara
lain sebagai berikut (Ramli, 2010).
A. Penyebab Langsung
1. Perbuatan yang tidak aman (Unsafe Condition), didefinisikan sebagai segala
tindakan manusia yang dapat memungkinkan terjadinya kecelakaan pada diri
sendiri maupun orang lain. Contoh perbuatan yang tidak aman seperti tidak
menggunakan alat yang telah disediakan, salah menggunakan alat yang telah
disediakan, menggunakan alat yang sudah rusak, metode kerja yang salah dan
tidak mengikuti prosedur keselamatan kerja.
2. Kondisi yang tidak aman (Unsafe Condition), didefinisikan sebagai suatu
kondisi lingkungan kerja yang dapat memungkinkan terjadinya kecelakaan.
Contoh kondisi yang tidak aman seperti kondisi fisik, mekanik dan peralatan,
kondisi permukaan tempat berjalan dan bekerja, kondisi penerangan, ventilasi,
suara dan getaran, dan kondisi penataan lokasi yang salah.
B. Penyebab Tidak Langsung
1. Fungsi manajemen proyek
2. Kondisi pekerja
2.1.2 Kesehatan Kerja
2.1.2.1 Pengertian Kesehatan Kerja
Kesehatan kerja merupakan suatu usaha dan keadaan yang memungkinkan
seseorang mempertahankan kondisi kesehatannya dalam pekerjaan.Kesehatan kerja
adalah aturan –aturan dan usaha – usaha untuk menjaga buruh dari kejadian atau
keadaan perburuhan yang merugikan kesehatan dan kesusilaan dalam seseorang itu
melakukan pekerjaan dalam suatu hubungan kerja, adapun faktor – faktor dari
kesehatan kerja yang meliputi (Astuti, 2011) :
1. Lingkungan kerja secara medis
2. Dalam hal ini lingkungan kerja secara medis dapat dilihat dari sikap perusahaan
dalam menangani hal – hal sebagai berikut :
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a. Kebersihan lingkungan kerja
b. Suhu udara dan ventilasi di tempat kerja
c. Sistem pembuangan sampah dan limbah industri
3. Sarana kesehatan tenaga kerja
Upaya – upaya dari perusahaan untuk meningkatkan kesehatan dari tenaga
kerjanya. Hal ini dapat dilihat dari :
a. Penyediaan air bersih
b. Sarana olahraga dan kesempatan rekreasi
c. Saran kamar mandi dan wc
4. Pemeliharaan kesehatan tenaga kerja
Upaya – upaya perusahaan untuk memelihara kesehatan tenaga kerjanya supaya
bekerja dengan lebih baik yaitu :
a. Pemberian makanan yang bergizi
b. Pelayanan kesehatan tenaga kerja
c. Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja
2.1.2.2 Indikator Kesehatan Kerja
Menurut (Astuti, 2011), indikator kesehatan kerja terdiri dari :
1. Keadaan dan Kondisi Karyawan
Keadaan dan kondisi karyawan adalah keadaan yang dialami oleh karyawan pada
saat bekerja yang mendukung aktivitas dalam bekerja.
2. Lingkungan Kerja
Lingkungan kerja adalah lingkungan yang lebih luas dari tempat kerja yang
mendukung aktivitas karyawan dalam bekerja.
3. Perlindungan Karyawan




2.1.3.1 Pengertian Keselamatan Kerja
Pengertian keselamatan kerja menurut Suma’ur (1986) adalah keselamatan
kerja yang bertalian dengan mesin, pesawat, alat kerja, bahan dan proses pengolahan,
landasan tempat kerja dan lingkungannya serta cara – cara melakukan pekerjaan.
keselamatan kerja didefinisikan sebagai berikut “Keselamatan Kerja menunjukkan
kondisi yang aman atau selamat dari penderitaan kerusakan atau kerugian di tempat
kerja (Astuti, 2011).
Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa keselamatan kerja adalah keadaan
dimana tenaga kerja merasa aman dan nyaman, dengan perlakuan yang didapat dari
lingkungan dan berpengaruh pada kualitas kerja, apakah dia nyaman dengan peralatan
keselamatan kerja, peralatan yang dipergunakan, tata letak ruang kerja dan beban
kerja yang didapat bekerja.
Menurut dasar hukum peraturan perundang – undangan yang diatur dalam
Undang – Undang tentang keselamatan kerja No.1 Tahun 1970 meliputi seluruh
aspek pekerjaan yang berbahaya, dari segala tempat kerja, baik di darat, di dalam
tanah, di permukaan air, di dalam air, maupun di udara yang berada di wilayah
kekuasaan hukum Republik Indonesia.
Menurut peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : PER/MEN/1996, dalam
penerapan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja wajib
melaksanakan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :
1. Menetapkan kebijakan kesehatan dan keselamatan kerja serta menjamin
komitmen terhadap penerapan sistem keselamatan dan kesehatan kerja.
2. Merencanakan pemenuhan kebijakan, tujuan, sasaran, penerapan kesehatan dan
keselamatan kerja.
3. Menerapkan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja secara efektif dengan
mengembangkan kemampuan dan mekanisme pendukung yang diperlukan
mencapai kebijakan tujuan dan sasaran keselamatan dan kesehatan kerja.
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4. Mengukur, memantau, mengevaluasi kinerja keselamatan dan kesehatan kerja
serta melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan.
5. Meninjau secara teratur dan meningkatkan pelaksanaan sistem manajemen
keselamatan dan kesehatan kerja secara berkesinambungan dengan tujuan
meningkatkan kinerja keselamatan dan kesehatan kerja.
2.1.3.2 Indikator Keselamatan Kerja
Menurut Suma’ur (1989) adapun indikator - indikator keselamatan kerja
meliputi :
1. Tempat Kerja
Adalah merupakan lokasi dimana para karyawan melaksanakan aktifitas
kerjanya.
2. Mesin dan Peralatan
Adalah bagian dari kegiatan operasional dalam proses produksi yang biasanya
berupa alat – alat berat dan ringan.
2.2 Tujuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Hakikat dan tujuan dari Keselamatan dan Kesehatan Kerja ( K3 ) yaitu
bahwafaktor K3 berpengaruh langsung terhadap efektifitas kerja pada tenaga kerja
dan jugaberpengaruh terhadap efisiensi produksi dari suatu perusahaan industri,
sehingga dengandemikian mempengaruhi tingkat pencapaian produktifitasnya.
Karena pada dasarnyatujuan K3 adalah untuk melindungi para tenaga kerja atas hak
keselamatannya dalammelakukan pekerjaan dan untuk menciptakan tenaga kerja
yang sehat dan produktif  sehingga upaya pencapaian produktifitas yang
semaksimalnya dari suatu perusahaan industri dapat lebih terjamin. (Azmi, 2008).
Upaya peningkatan keselamatan kerja tidak dapat dipisahkan dengan
pencegahan kecelakaan karena pencegahan kecelakaan merupakan program utama
keselamatan kerja di suatu perusahaan.Adapun tujuandari keselamatan kerja adalah
(Azmi, 2008).
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1. Melindungi tenaga kerja atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk
kesejahteraan dan meningkatkan produksi serta produktifitas nasional
2. Menjamin keselamatan setiap orang lain yang berada di tempat kerja
3. Sumber produksi terpakai secara aman dan efisien
2.2.1 Aspek Hukum
Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan ketentuan perundangan dan
memiliki landasan hukum yang wajib dipatuhi semua pihak, baik pekerja, pengusaha
atau pihak terkait lainnya. Di Indonesia banyak peraturan perundangan yang
menyangkut keselamatan dan kesehatan kerja, beberapa diantaranya  (Ramli, 2010) :
1. Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja.
Diberlakukan pada tanggal 12 Januari 1970 yang memuat berbagai persyaratan
tentang Keselamatan Kerja.Dalam Undang-undang ini, ditetapkan mengenai
kewajiban pengusaha, kewajiban hak tenaga kerja serta syarat-syarat keselamatan
kerja yang harus dipenuhi organisasi.
2. Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagaan kerjaan.
Dalam perundangan mengenai ketenagakerjaan ini salah satunya memuat tentang
keselamatan kerja yaitu:
a. Pasal 86 menyebutkan bahwa setiap organisasi wajib menerapkan upaya
keselamatan dan kesehatan kerja untuk melindungi keselamatan tenaga kerja.
b. Pasal 87 mewajibkan setiap organisasi melaksanakan Sistem Manajemen K3
yang terintegrasi dengan manajemen organisasi lainnya.
3. Undang-undang No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan.
Upaya kesehatan kerja merupakan salah satu dari 15 upaya kesehatan, yang
diselenggarakan untuk mewujudkan produktivitas kerja yang optimal.
2.2.2 Perlindungan Tenaga Kerja
Keselamatan dan Kesehatan Kerja mengandung nilai perlindungan tenaga
kerja dari kecelakaan atau penyakit akibat kerja. Tenaga kerja merupakan asset
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organisasi yang sangat berharga dan merupakan unsur penting dalam proses produksi
di samping unsur lainnya seperti material, mesin, dan lingkungan kerja. Karena itu
tenaga kerja harus dijaga, dibina dan dikembangkan untuk meningkatkan
produktivitasnya (Ramli, 2010).
Perlindungan tenaga kerja ini menyangkut berbagai aspek seperti jaminan
sosial, jam kerja, upah minimum, hak berserikat dan berkumpul dan perlindungan
keselamatan.Namun kenyataannya perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja
sering diabaikan.Upaya perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja telah bersifat
universal.Berbagai negara mengeluarkan aturan perundangan untuk melindungi
keselamatan dan kesehatan tenaga kerjanya.Di Indonesia dikeluarkan Undang-undang
No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Ramli, 2010).
2.3 Api dan Kebakaran
2.3.1 Pengertian Tentang Api
Api adalah suatu reaksi kimia yang diikuti oleh evolusi atau pengeluaran
cahaya dan panas. Reaksi kimia mengandung pengertian adanya proses yang
berlangsung secara kimia. Terjadinya api atau kebakaran disebabkan bergabungnya
tiga unsur seperti bahan bakar, panas dan oksigen. Bahan bakar adalah suatu bahan
yang mudah terbakar, yang secara fisik terbagi atas (Farha, 2010).
1. Bahan bakar gas : asetilen, metana, hidrokarbon, dll.
2. Bahan bakar cair : kerosin, minyak tanah, bensin, dll.
3. Bahan bakar padat : kayu, kertas, batu bara, logam, karet, dll
Panas yang dibutuhkan untuk pembakaran tersebut haruslah cukup mencapai
temperatur minimum dari bahan-bahan tersebut. Sumber-sumber panas dapat berasal
dari : gesekan, bunga api listrik, petir, sinar matahari, tekanan dan lain-lain. Oksigen
adalah salah satu unsur yang terdapat di udara atau dihasilkan melalui proses kimia
yang memiliki kandungan sebesar 21%. Untuk terjadinya api diperlukan kandungan
oksigen antara 16%-21%. Jika ketiga unsur tersebut di atas bergabung dengan kondisi
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dan komposisi yang tepat, maka akan terjadi kebakaran/api. Proses inilah yang
dikenal sebagai proses Segitiga Api.
Keberadaan ketiga unsur tersebut mutlak untuk dapat terjadi api. Apabila
salah satu unsur tidak ada, maka api tidak akan terjadi, oleh karena itu telah menjadi
prinsip pemadaman api, yaitu dengan menghilangkan salah satu dari 3 unsur segitiga
api tersebut. Bila salah satu unsur disingkirkan, api tidak menyala dan bila sedang
berlangsung akan terpadamkan. Jadi dasar pemadaman api adalah meniadakan salah
satu unsur di atas.
Gambar 2.1 Teori Segitiga Api dan Tetrahedron Api
Pada perkembangan selanjutnya, konsep segitiga api berkembang dengan
ditambahkannya satu unsur baru yaitu reaksi berantai (chain reaction), sehingga
namanya menjadi tetrahedron api. Reaksi rantai mempengaruhi pembakaran dengan
proses sebagaimana dijelaskan bahwa reaksi rantai kimia terjadi pada tahap awal
proses pembakaran dan membuat nyala api semakin besar (Farha, 2010).
2.3.2 Pengertian Tentang Kebakaran
Kebakaran adalah suatu peristiwa dimana suatu material terbakar oleh api atau
reaksi pembakaran yang tidak terkendali dan menimbulkan kerugian materi atau
nyawa manusia atau kebakaran juga dapat diartikan api yang tidak terkendali atau
tidak dikehendaki serta merugikan. Jadi dapat disimpulkan juga bahwa suatu reaksi
berantai yang menghasilkan energi panas yang cukup untuk disebarkan kepada bahan
bakar lainnya yang menjadi ikut terbakar.
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Disini api tidak dilihat dari besar atau kecilnya api tersebut, jika memang api
itu kecil akan tetapi tidak terkendali serta merugikan maka itu juga dapat di
golongkan kebakaran. Dan semantara itu jika api tersebut besar namun itu
dikehendaki dan dapat dikendalikan maka ini tidak dapat digolongkan dalam
kebakaran (Farha, 2010).
2.3.3 Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kebakaran
Berdasarkan pengamatan, pengalaman, penyelidikan dan analisa dari setiap
peristiwa kebakaran dapat diambil kesimpulan bahwa faktor-faktor penyebab
terjadinya kebakaran dan peledakan bersumber pada 3 (tiga) faktor (Farha. 2010)
1. Faktor manusia
Faktor manusia disebabkan kurangnya pengertian terhadap penanggulagan
bahaya kebakaran. Dalam hal ini, orang yang bersangkutan sama sekali belum
mengerti atau hanya sedikit mengetahui tentang cara-cara penanggulangan
bahaya kebakaran, misalnya :
a. Mendekat-dekatkan benda-benda yang mudah terbakar ke sumber api/panas,
seperti : meletakkan kompor yang sedang menyala di dekat dinding yang
mudah terbakar.
b. Memadamkan api (kebakaran) yang sedang terjadi dengan menggunakan
peralatan pemadaman/media pemadaman yang bukan pada
tempatnya/fungsinya, seperti memadamkan api yang berasal dari kebakaran
benda cair (bensin, solar, minyak tanah, dll) dengan menggunakan air.
c. Kelalaian, dalam hal ini yang bersangkutan termasuk kepada orang-orang
yang sudah memahami/mengerti tentang cara-cara penanggulangan
kebakaran. Hanya saja iamalas/lalai untuk menjalaninya, misalnya tidak
pernah mau memperhatikan atau mengadakan pengontrolan/pemeriksaan
secara rutin terhadap alat-alat yang akan dan sedang dipakai (kompor,
generator, instalasi listrik, alat-alat listrik, dll). Tidak pernah mengadakan
pengamatan terhadap lingkungan situasi setempat sewaktu
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akanmeninggalkan ruang kerja dan tempat tinggal. Membiarkan anak-anak
bermain api. Tidak pernah mengadakan pengontrolan terhadap perlengkapan
alat pemadam kebakaran dan tidak mematuhi larangan-larangan di suatu
tempat.
d. Disengaja, yakni suatu kebakaran yang benar-benar sengaja dilakukan oleh
seseorang dengan tujuan untuk maksud-maksud tertentu, misalnya saja
mencari keuntungan pribadi dan untuk balas dendam.
2. Faktor teknis
Faktor teknis terbagi menjadi tiga yaitu melalui proses mekanis,  kimia dan
melalui tenaga listrik antara lain sebagai berikut :
a. Melalui proses mekanis, dimana 2 (dua) faktor penting yang menjadi peranan
dalam proses ini ialah timbulnya panas akibat kenaikan suhu atau timbulnya
bunga api akibat dari pengetesan benda-benda maupun adanya api terbuka.
b. Melalui proses kimia, yaitu terjadi sewaktu pengangkutan bahan-bahan kimia
berbahaya, penyimpanan dan penanganan (handling) tanpa memperhatikan
petunjuk-petunjuk yang ada.
c. Melalui tenaga listrik, pada umumnya terjadi karena hubungan pendek
sehingga menimbulkan panas atau bunga api dan dapat menyalakan atau
membakar komponen yang lain.
3. Faktor alam
Berdasarkan faktor alam terbagi menjadi dua yaitu petir dan gunung meletus:
a. Petir adalah salah satu penyebab adanya kebakaran dan peledakan akibat dari
faktor alam.
b. Gunung meletus, bisa menyebabkan kebakaran hutan yang luas, juga
perumahan-perumahan yang dilalui oleh lahar panas.
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2.3.4 Klasifikasi Kebakaran
Klasifikasi kebakaran adalah pengelompokan jenis-jenis kebakaran
berdasarkan jenis-jenis bahan yang terbakar. Tujuannya adalah untuk menentukan
cara dan media yang tepat dalam memadamkan kebakaran tersebut. Kebakaran dibagi
menjadi beberapa jenis atau kelas berdasarkan dari jenis bahan bakarnya yang
terbakar yaitu (Farha, 2010).
1. Kebakaran kelas A
Kebakaran kelas Aadalah kebakaran bahan biasa atau padat kecuali logam yang
mudah terbakar seperti kertas, kayu, pakaian, karet, plastik dan lain-lain. Jika
terjadi kebakaran kelas A maka dapat digunakan metode pemadaman dengan
cara pendinginan dengan air. Pemadaman dengan air atau busa kelas A.
2. Kebakaran kelas B
Kebakaran kelas B adalah kebakaran bahan cairan dan gas yang mudah terbakar
seperti minyak, bensin, solar, gas LPG, LNG dan lain-lain. Jika terjadi kebakaran
kelas B maka metode pemadaman yang dapat digunakan adalah:
a. Penutupan atau pelapisan atau penyelimutan
b. Pemindahan bahan bakar
c. Penurunan temperature.
3. Kebakaran kelas C
Kebakaran kelas C adalah kebakaran yang diakibatakan dari kebocoran listrik,
konsleting termasuk peralatan bertenaga listrik. Jika terjadi kebakaran kelas C
metode pemadaman yang dapat digunakan adalah:
a. Pemadaman menggunakan bahan yang non konduksi listrik
b. Putuskan arus listrik dan padamkan seperti pemadaman kebakaran kelas A
atau kelas B.
4. Kebakaran kelas D
Kebakaran kelas D merupakan kebakaran yang sangat jarang terjadi dan biasanya
terjadi pada logam seperti seng, magnesium, serbuk alumunium dan lain-lain.Jika
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terjadi maka metode pemadamannya adalah pelapisan atau penyelimutan dengan
bahan pemadam khusus terutama bubuk kering tertentu.
2.4 Konsep Pemadaman
Sasaran utama dari upaya pencegahan kebakaran adalah untuk dapat
mematikan dan memadamkan kebakaran jika terjadi. Memadamkan kebakaran bagi
setengah orang mungkin dianggap sulit dan menakutkan, terutama jika api telah
berkobar hebat dan menjulang ke angkasa, dengan asap serta nyala yang hebat.
Namun bagi professional pemadam kebakaran, yang telah memahami teori dan
konsep api, maka upaya tersebut dapat dilakukan dengan mudah dan cepat.
Prinsip dari pemadaman kebakaran adalah memutus mata rantai segi tiga api,
misalnya dengan menghilangkan bahan bakar, membuang panas atau oksigen.
Memadamkan kebakaran atau mematikan api dapat dilakukan dengan beberapa
teknik atau pendekatan (Ramli, 2010).
2.4.1 Pemadaman dengan Pendingin
Teknik pendinginan (cooling) adalah teknik memadamkan kebakaran dengan
car mendinginkan atau menurunkan temperatur uap atau gas yang terbakar sampai
kebawah temperature nyalanya. Cara ini banyak dilakukan oleh petugas pemadam
kebakaran dengan menggunakan semprotan air ke lokasi atau titik kebakaran
sehingga api secara perlahan dapat berkurang dan mati.
Semprotan air yang disiramkan ke tengah api akan mengakibatkan udara
sekitar api mendingin. Sebagian panas akan diserap oleh air yang kemudian berubah
bentuk menjadi uap air yang akan mendinginkan api (Ramli, 2010).
2.4.2 Pembatasan Oksigen
Untuk proses pembakaran, suatu bahan bakar membutuhkan oksigen yang
cukup misalnya kayu akan mulai menyala pada permukaan bila kadar oksigen 4-5
II-13
,acetylene memerlukan oksigen dibawah 5%, sedangkan gas dan uap hidrokarbon
biasanya tidak akan terbakar bila kadar oksigen di bawah 15%.
Sesuai dengan teori segitiga api, kebakaran dapat dihentikan dengan
menghilangkan atau mengurangi suplai oksigen, dengan membatasi atau mengurangi
oksigen dalam proses pembakaran api dapat padam, teknik ini dikenal dengan
smothering.
2.4.3 Penghilang Bahan Bakar
Api secara alamiah akan mati dengan sendirinya jika bahan yang dapat
terbakar sudah habis. Atas dasar ini, api dapat dikurangi dengan menghilangkan
jumlah bahan yang terbakar. Teknik ini disebut starvation.
Teknik starvationini juga dapat dilakukan misalnya dengan menyemprotkan
bahan yang terbakar dengan busa sehingga suplai bahan bakar untuk kelangsungan
pembakaran terhenti atau berkurang sehingga api akan mati. Api juga dapat
dipadamkan dengan menjauhkan bahan yang terbakar ke tempat yang aman (Ramli,
2010).
2.4.4 Memutus Reaksi Berantai
Cara yang terakhir untuk memadamkan api adalah dengan mencegah
terjadinya reaksi rantai di dalam proses pembakaran. Para ahli menemukan bahwa
reaksi rantai bisa menhasilkan nyala api. Pada beberapa zat kimia mempunyai sifat
memecah sehingga terjadi reaksi rantai oleh atom-atom yang dibutuhkan oleh nyala
untuk tetap terbakar (Ramli, 2010).
CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O + E
Dengan tidak terjadinya reaksi atom ini, maka nyala api akan padam.
II-14
2.5 Usaha-Usaha Penanggulangan Umum Bahaya Kebakaran
2.5.1 Tindakan Preventif
Usaha pencegahan yang dilakukan sebelum terjadinya kebakaran dengan
maksud menekan atau mengurangi faktor-faktor yang dapat menyebabkan timbulnya
kebakaran antara lain:
1. Mengadakan penyuluhan-penyuluhan
2. Pengawasan terhadap bahan-bahan bangunan
3. Pengawasan terhadap penyimpanan dan penggunaan barang-barang
4. Pengawasan terhadap peralatan yang dapat menimbulkan api
5. Pengadaan sarana pemadaman kebakaran dan sarana penyelamat jiwa
6. Pengadaan sarana pengindera kebakaran
7. Penegakan peraturan dan ketentuan
8. Mengadakan latihan secara berkala
2.5.2 Tindakan Represif
Usaha-usaha yang dilakukan pada saat terjadi kebakaran dengan maksud
untuk memperkecil kerugian yang timbul sebagai akibat kebakaran.
1. Usaha Pemadaman
a. Penggunaan peralatan pemadam kebakaran
b. Mencegah meluasnya kebakaran
c. Penggunaan alat-alat penunjang
2. Pertolongan atau penyelamatan jiwa manusia dan harta benda
a. Pengamanan daerah kebakaran dan bahaya kebakaran
b. Pelaksanaan evakuasi
c. Mempersiapkan tempat berkumpul dan daerah aman
d. Usaha-usaha pencarian
a. Mencari sumber api untuk dipadamkan
b. Mencari orang-orang untuk diselamatkan bila dalam keadaan terjebak
c. Mencari harta benda atau dokumen penting untuk diamankan
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2.5.3 Tindakan Rehabilitatif
Upaya-upaya yang dilakukan setelah terjadi kebakaran dengan maksud
evaluasi dan menganalisa peristiwa kebakaran untuk mengambil langkah-langkah
selanjutnya, antara lain :
1. Menganalisa tindakan-tindakan yang telah dilakukan
2. Membuat pendataan menyelidiki faktor-faktor penyebab kebakaran
2.6 Sistem Manajemen Kebakaran
Bahaya kebakaran juga harus dengan baik dan secara terencana dengan
menerapkan semua manajemen kebakaran dengan baik.Salama ini masyarakat atau
perusahaan tidak menjalankan program terencana untuk mencegah dan
menanggulangi kebekaran di tempatnya masing-masing dan hanya bereaksi setelah
kebakaran terjadi.Bahaya kebakaran tidak mendapat perhatian dari manajemen dan
sering diabaikan.
Sistem manajemen kebakaran adalah upaya terpadu untuk mengelola resiko
kebakaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan tindak lanjutnya
(Ramli, 2010).
2.6.1 Kebijakan Manajemen
Program pengendalian dan penanggulangan kebakaran dalam organisasi atau
perusahaan seharusnya merupakan kebijakan manajemen.Pihak manajemenlah
sesungguhnya yang berkepentingan dengan upaya pencegahan kebakaran.Jika terjadi
kebakaran, manajemenlah sebenarnya yang menanggung akibat terebesar. Bisnisnya
akan terganggu, operasi terhenti, mengeluarkan biaya yang sebenarnya tidak perlu
untuk memperbaiki kerusakan, biaya pengobatan dang anti rugi.
Oleh karena itu, program pencegahan kebakaran dalam organisasi atau
perusahaan harus merupakan keinginan dan sekaligus kebijakan pemerintah (Ramli,
2010).
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2.6.2 Organisasi dan Prosedur
Upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran dalam perusahaan tidak
sesederhana yang dibayangkan.Memerlukan pengorganisasian dan perencanaan yang
baik agar dapat berhasil.  Seperti halnya dengan aspek lainnya, upaya pengendalian
kebakaran juga harus dikelola dan dikoordinir dengan baik, karena akan melibatkan
banyak pihak dari berbagai fungsi. Manajemen kebakaran bersifat multi disiplin
sehingga harus melibatkan semua unsur dalam organisasi, perusahaan atau
lingkungan.
Untuk mengelola upaya pencegahan kebakaran diperlukan pengorganisasian
yang baik misalnya dengan membentuk organisasi kebakaran, baik yang bersifat
structural maupun non structural.Pada perusahaan dengan resiko kebakaran tinggi,
misalnya petrokimia dan kilang minyak, biasanya dibentuk organsisasi bagian
kebakaran yang bertugas mencegah sekaligus menanggulangi jika kebakaran
terjadi.Pada organisasi perusahaan lainnya, mungkin cukup dibentuk organsisasi
tanggap darurat yang berperan membantu penanggulangan kejadian kebakaran jika
terjadi.
Sejalan dengan kebutuhan pengorganisasian diperluakan juga suatu prosedur atau tata
cara berkenaan dengan manajemen kebakaran, misalnya prosedur organisasi
kebakaran yang memuat tugas dan tanggung jawab semua pihak dan tata cara
melakukan penanggulangannya (Ramli, 2010).
2.6.3 Sarana Pemadam Kebakaran
1. Alarm Kebakaran
a. Alarm kebakaran adalah suatu komponen dari sistem yang memberikan
isyarat atau tanda adanya suatu kebakaran (Permenaker No.
Per02/Men/1983)
b. Alarm kebakaranyang memberikan tanda/isyarat yang tertangkap oleh
pandangan mata secara jelas (visible alarm) yakni lampu indikator.
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2. Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
APAR ialah alat yang ringan serta mudah digunakan oleh satu orang untuk
memadamkan api pada awal terjadinya kebakaran. Berikut ini beberapa media yang
pemadam api yang umum dipakai sebagai APAR :
a. Tepung kimia kering
b. Air
c. Busa (foam)
d. Halon (cairan mudah menguap)
e. CO2
Indikator keberhasilan APAR dalam memadamkan api sangat tergantung dari 4
faktor, yaitu:
a. Pemilihan jenis APAR yang tepat sesuai dengan klasifikasi kebakaran
b. Pengetahuan yang benar mengenai teknik penggunaan APAR
c. Kecukupan jumlah isi bahan pemadam yang ada dalam APAR
d. Berfungsinya APAR dengan baik
APAR merupakan pertahanan pertama terhadap kebakaran, dan sangat efektif
bila digunakan saat kebakaran masih berada pada tahap awal.Oleh karena itu APAR
harus disediakan di semua tempat yang mudah dijangkau.
Penggunaan APAR yang memenuhi syarat Permennaker No. Per. 04/Men/1980,
sebagai berikut :
a. Setiap jarak 15 meter
b. Di tempat yang mudah dilihat atau dijangkau
c. Pada jalur keluar arah refleks pelarian
d. Memperhatikan suhu sekitarnya
e. Tidak terkunci
f. Memperhatikan jenis dan sifat bahan yang dapat terbakar
g. Intensitas kebakaran yang mungkin terjadi seperti jumlah bahan bakar,
ukurannya, dan kecepatan menjalarnya.
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h. Orang yang akan menggunakannya
i. Kemungkinan terjadinya reaksi kimia
j. Efek terhadap keselamatan dan kesehatan orang yang menggunakan APAR
3. Hidran
Hidran adalah rangkaian yang digunakan untuk pemadaman kebakaran dengan
bahan utama air.Ada hydrant yang dipasang di luar ataupun di dalam gedung.Hydrant
biasanya dilengkapi dengan selang (fire house) yang disambung dengan kepala selang
(nozzle) yang tersimpan rapi di dalam suatu kotak hidran baja dengan warna cat
merah mencolok (Ramli, 2010).
Pemasangan hidran kebakaran dalam mengamankan bangunan gedung akan
menjadi suatu keharusan. Pengujian dan pengawasan instalasi hidran kebakaran untuk
menjamin terpeliharanya instalasi tersebut agar dapat tetap berfungsi dengan baik
harus mendapat perhatian sebagaimana mestinya.
2.6.4 Sarana Emergency dan Evakuasi
Salah satu upaya penanggulangan kebakaran terutama untuk mencegah dan
mengurangi akibat buruk dari kebakaran terhadap jiwa raga, serta untuk
mempermudah pemberantasan kebakaran adalah dengan tersedianya sarana dan pra-
sarana emergensi dan evakuasi yang memenuhi standar.
Perlunya penciptaan sistem kebakaran yang bertujuan untuk menghindarkan
terjadinya kebakaran dan bila terjadi dapat diatasi dengan cepat dan tepat tanpa
menimbulkan korban jiwa atau kerusakan yang berarti.Beberpa hal yang dipandang
perlu keberadaannnya dalam masalah penyelamatan dari ancaman bahaya kebakaran
pada bangunan (Ramli, 2010).
2.6.5 Standar Sarana Penyelamatan
1. Rute penyelamatan diri
Merupakan sarana penyelamatan dari daerah kebakaran ke tempat aman atau
daerah yang aman, baik secara vertikal maupun horizontal, yang dapat berupa pintu,
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tangga, koridor jalan keluar atau kombinasi dari komonen-komponen itu. Ada 3 tipe
rute penyelamatan diri yang dapat digunakan :
a. Langsung menuju ke tempat terbuka
b. Melalui koridor atau gang
c. Melalui terowongan atau tangga kedap asap atau api
Rute penyelamatan diri harus memenuhi syarat sehingga memungkinkan seluruh
penghuni dapat menyelamatkan diri dengan cepat dan aman.Persoalannya adalah
bagaimana agar seluruh penghuni dapat berevakuasi secara serentak, dalam waktu
yang singkat dan aman. Sebagai pedoman dalam perencanaan rute keselamatan ada





2. Lamanya waktu keluar
a. Resiko ringan : 3 menit
b. Resiko sedang : 2,5 menit
c. Resiko berat : 2 menit
3. Panjang jarak tempuh
a. Resiko ringan : 30 meter
b. Resiko sedang : 20 meter
c. Resiko berat : 15 meter
4. Pintu keluar (exits)
Dari hasil percobaan dalam keadaan normal jumlah rata-rata orang keluar dengan
satu baris tunggal tiap menit sebanyak 60 orang.Dalam perencanaan
diperhitungkan 40 orang/menit.Lebar unit exit yang diperlukan untuk dapat




= Unit exit …………… (2.1)
40 x standar waktu
Selanjutnya ketentuan setiap satuan unit exit ditetapkan sebagai berikut :
Satu unit exit : 21”
Dua unit exit : 21” + 21”
Tiga unit exit : 21” + 21” + 18”
Empat unit exit : 21” + 21” + 18” + 18”
5. Penempatan pintu keluar
Penempatan pintu keluar darurat harus diatur sedemikian rupa sehingga dimana
saja penghuni dapat menjangkau pintu keluar tidak melebihi jarak yang telah
ditetapkan.
6. Koridor dan jalan keluar
Koridor dan jalan keluar sangat perlu untuk memperlancar jalannya para
penghuni keluar meninggalkan daerah kebakaran/berbahaya menuju tempat
aman, apabila terjadi kebakaran.Koridor dan jalan keluar harus tidak licin, bebas
hambatan dan mempunyai lebar. Untuk koridor minimum 1,2 meter dan untuk
jalan keluar minimum 2 meter.
7. Pengamanan rute penyelamatan evakuasi
a. Rute penyelamatan harus bebas dari barang-barang yang dapat mengganggu
kelancaran evakuasi dan mudah dicapai.
b. Koridor, terowongan, tangga darurat harus merupakan daerah aman
sementara dari bahaya api, asap, dan gas.
c. Rute penyelamatan harus diberi penerangan yang cukup dan tidak tergantung
dari sumber utama
d. Arah menuju exit harus dipasang petunjuk yang jelas
e. Pintu keluar darurat (emergency exit) harus diberi tanda tulisan
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2.7 Populasi dan Sampel
2.7.1 Pengertian Populasi
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek, subyek yang
mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk
dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya orang,
tetapi juga objek dan benda benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar
jumlah yang ada pada objek/subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh
karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek itu.
Misalnya akan melakukan penelitian di perusahaan X, maka perusahaan X ini
merupakan populasi. Perusahaan X mempunyai sejumlah orang/subyek dan obyek
yang lain. Hal ini berarti populasi dalam arti jumlah/kuantitas. Tetapi perusahaan X
juga mempunyai karakteristik orang-orangnya, misalnya motivasi kerjanya, disiplin
kerjanya, kepemimpinannya , iklim organisasinya dan lain-lain, dan juga mempunyai
karakteristik obyek yang lain misalnya kebijakan, prosedur kerja, tata ruang, produk
dan jasa yang dihasilkan dan lain-lain. Yang terakhir berarti populasi dalam arti
karakteristik. Satu orang pun dapat digunakan sebagai populasi, karena satu orang itu
mempunyai berbagai karakteristik, misalnya gaya bicaranya, disiplin pribadi, hobi,
cara bargaul, kepemimpinan dan lain-lain (Sugiono, 2007).
2.7.2 Pengertian Sampel
Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh
populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua
yang ada pada populasi, misalnya keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti
dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari
sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel
yang diambil dari populasi harus betul-betul representative (mewakili) (Sugiono,
2007).
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2.8 Skala Pengukuran dan Instrumen Penelitian
Dalam penelitian yang menggunakan metoda kuantitatif, kualitas
pengumpulan data sangat ditentukan oleh kualitas instrumen atau alat pengumpul
data yang digunakan.Suatu instrumen penelitian dikatakan berkualitas dan dapat
dipertanggungjawabkan jika sudah terbukti validitas dan reliabilitasnya. Pengujian
validitas dan reliabilitas instrumen, tentunya harus disesuaikan dengan bentuk
instrumen yang akan digunakan dalam penelitian. Secara garis besar, instrumen
penelitian digolongkan menjadi dua, yaitu tes dan non tes (Bapm, 2008).
2.8.1 Instrumen Penelitian Berbentuk Tes
Instrumen Penelitian Berbentuk Tes ditinjau dari proses pemeriksaannya,
suatu tes dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu tes tipe subjektif dan tes tipe
objektif. Data hasil tes biasanya dikatagorikan sebagai data yang berbentuk
interval/rasio. Sedangkan tes tipe objektifdalam pemeriksaan tes tipe objektif tidak
ada faktor lain yang mempengaruhi proses pemeriksaan dan hasil akhir berupa skor
yang akan diperoleh testi. Macam-macam tes tipe objektif adalah benar-Salah (True-
False)  dan Pilihan berganda (Multiple choice) (Bapm, 2008).
2.8.2 Instrumen Penelitian Berbentuk Nontes
2.8.2.1 Wawancara (interview)
Teknik non-tes digunakan untuk memperoleh data tentang aspek afektif atau
psikomotorik dari subjek yang diteliti. Instrumen penelitian bentuk non tes dapat
berupa: wawancata dilakukan dengan cara menentukan tanya jawab langsung antara
pewawancara dengan yang diwawancara tentang segala sesuatu yang diketahui oleh
pewawancara. Agar hasil wawancara sesuai dengan apa yang diinginkan oleh
pewawancara, maka pewawancara harus membuat pedoman wawancara, yaitu berupa
daftar pertanyaan yang akan ditanyakan kepada orang yang diwawancara, Merekan




Observasi dilakukan dengan cara orang yang melakukan pengamatan
(observer) mengadakan pengamatan langsung ke lapangan tentang segala sesuatu
yang ingin diketahui tentang objek yang diteliti. Agar hasil observasi sesuai dengan
apa yang diinginkan, observer harus membuat pedoman observasi, yaitu berupa daftar
informasi yang ingin diketahui oleh observer (Bapm, 2008).
2.8.2.3 Kuesioner (Angket)
Kuesioner atau angket merupakan teknik mengumpulan data yang dilakukan
dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada
responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang
efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang
bisa diharapkan dari responden. Selain itu, kuesioner juga cocok digunakan bila
jumlah responden cukup besar dan tersebar di wilayah yang luas.Kuesioner dapat
berupa pertanyaan tertutup atau terbuka, dapat diberikan kepada responden secara
langsung atau dikirim melalui pos, atau internet (Sugiyono, 2007).
Macam-macam skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan
sebagi acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat
ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan
menghasilkan data kuantitatif, berbagai skala sikap bila digunakan untuk penelitian
administrasi, pendidikan dan sosial antara lain adalah skala likert, guttman, rating
scale dan semantic deferential. Kelima jenis skala tersebut bila digunakan akan
mendapatkan data interval dan rasio, hal ini tergantung pada bidang yang akan diukur
(Sugiyono, 2007).
Salah satu bentuk skala pengukuran yang sering digunakan untuk mengukur




Untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi seseorang atau sekelompok orang
tentang fenomena tertentu yang ingin diketahui. Dalam angket skala Likert biasanya
disediakan limaalternative jawaban, misalnya: SS, S, N, TS, dan STS. Agar peneliti
dapat dengan mudah mengetahui apakah seorang responden menjawab dengan sungguh-
sungguh atau asal-asalan, sebaiknya angket disusun berdasarkan pernyataan positif dan
pernyataan negatif. Untuk pernyataan positif, penskoran jawaban biasanya sebagai
berikut: SS = 5; S = 4; N = 3, TS = 2, dan STS = 1. Sedangkan untuk pernyataan negatif
sebaliknya.Penghitungan masing-masing item untuk masing-masing variabel
dilakukan dengan cara menentukan terlebih dahulu lebar interval skor, dengan cara
menghitung skor tertinggi dan terendah dari butir-butir pernyataan. Masing-masing
variabel ini memiliki skor tertinggi tiap pernyataan 4 dan terendah 1, kemudian dapat
diketahui rentang nilai masing-masing item untuk kategori tiap jenjang, yaitu skor
tertinggi dikurangi skor terendah kemudian dibagi tingkatan pembagian kelas interval
yang diharapkan. Penghitungannya adalah sebagai berikut (Bapm, 2008).
Interval = 	 		
Sehingga nilai interval pada penelitian ini adalah sebagai berikut:
Interval = = 0.80
Sehingga dapat ditentukan skala distribusi kriteria pendapat responden
sebagai berikut :
1 – 1.80 = Sangat rendah atau penilaian tidak baik
1.81 – 2.61 = Rendah atau penilaian kurang baik
2.62 – 3.42 = Tinggi atau penilaian cukup baik
3.43 – 4.23 = Tinggi atau penilaian baik
4.24 – 5.04 = Sangat tinggi atau penilaian sangat baik
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Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat dilakukan proses pengolahan data
untuk menentukan nilai masing-masing pertanyaan.
2.9 Root Couse Analysis (RCA)
Root Cause Analaysis (RCA) digunakan untuk mengindentifikasi akar
penyebab terjadinya resiko.RCA merupakan suatu metode evaluasi terstruktur untuk
mengindetifikasi akar penyebab (root cause) kejadian yang tidak diharapkan
(undesired outcome) dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah
terulangnya kembali kejadian yang tidak diharapkan.Untuk mendapatkan akar
permasalahan, digunakan katatanya mengapa beberapa kali, sehingga pada
akhirnyadidapatkan satu tindakan penyelesaian dari akar permasalahanyang nantinya
akan menyelesaikan masalah (Luckyta, 2012).
Salah satu metode yang dapat digunakan untuk menggali akar
penyebabmasalah (root cause analysis) adalah dengan menggunakan metode 5Whys.5
Whys adalah suatu metode untuk menggali penyebab masalah yang lebihmendalam
secara sistematis untuk menemukan cara penanggulangan yang lebihdalam pula.
Mengidentifikasi akar penyebab masalah dan mengembangkan
tindakanpenanggulan.Metode ini pertama kali dikembangkan oleh Sakichi Toyoda
dan digunakansebagai metodologi Toyota Motor Corporation selama perkembangan
manufaktur mereka. Metode ini merupakan bagian penting dari proses penyelesaian
masalah yang menjadi bagian dari Toyota Production System.
Taiichi Ohno seorang manajer Toyota pada tahun 1950 menjelaskan bahwa
metode 5 Whys adalah dasar dari pendekatan ilmiah Toyota. Ia mengatakan
“pemecahan masalah yang sebenarnya membutuhkan identifikasi ‘akar penyebab’
bukan ‘sumber’, akar penyebab terletak tersembunyi di balik sumber”. Dengan
mengulang bertanya mengapa sebanyak lima kali, masalah yang sebenarnya akan
ditemukan begitu juga dengan solusinya (Luckyta, 2012).
Dalam memanfaatkan RCA terdapat empat langkah yang harus dilakukan
yaitu:
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1. Mengidentifikasi dan memperjelas definisi undesiredoutcome (suatu kejadiaan
yang tidak diharapkan)
2. Mengumpulkan data
3. Menempatkan kejadian-kejadian dan kondisi-kondisi padaevent and causal
factor
4. Lanjutkan pertanyaan “mengapa” untuk mengidentifikasiroot causes yang paling
kritis.
Metode 5 Whys ini sangat berguna ketika permasalahan yang diangkat
melibatkan faktor manusia (human factors) atau interaksi (Luckyta, 2012).
Manfaat 5 Whys:
1. Membantu mengidentifikasi akar penyebab (root cause) dari suatu permasalahan.
2. Menentukan hubungan antara akar penyebab yang berbeda-beda dari
suatupermasalahan.
3. Merupakan tools yang sederhana, mudah untuk diselesaikan tanpa analisis secara
statistik.
Cara mengerjakan 5 Whys(Luckyta, 2012).
1. Tulis/jabarkan masalah yang ditemukan. Dengan menulis atau
menjabarkanmasalah akan membantu dalam menyusun atau merumuskan
masalah danmenjelaskannya dengan lengkap. Ini juga membantu tim untuk tetap
fokus pada permasalahan yang sama.
2. Bertanya mengapa masalah dapat terjadi dan menuliskan jawabannya
dibawahmasalah.
3. Jika jawaban yang dikemukakan belum mengena pada permasalahan
yangdijabarkan pada step 1, maka lanjutkan bertanya mengapa dan
tulisjawabannya ke bawah.
4. Terus lakukan step 3 hingga tim setuju bahwa akar penyebab masalah
telahditemukan. Bertanya mengapa ini dapat dilakukan kurang atau lebih dari
limakali.
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Berikut adalah beberapa contoh bentuk root cause analysis dengan
menggunkan metode5Whys:
Gambar 2.2 Bentuk Root Cause Analysis Menggunakan Metode 5 Whys – 1
Gambar 2.3 Bentuk Root Cause Analysis Menggunakan Metode 5 Whys – 2
Gambar 2.4 Bentuk Root Cause Analysis Menggunakan Metode 5 Whys – 3
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2.10 ANSI Z16.1-1997
Menurut Balai Informasi Literal, ANSIadalah organisasi nonprofit yang terdiri
atas anggotadari sektor usaha, pemerintah dan lain-lain yang mengkoordinasikan
aktifitas dengan standar, danmemperkuat posisi Amerika Serikat dalamorganisasi
standar nasional.ANSI membantudengan komunikasi dan jaringan (selain banyak
hallainnya).ANSI adalah anggota IEC (InternationalElectrotechnical Commission)
dan ISO.ANSI Z16.1-1997 merupakan ANSI standar metode perekaman dan
pengukuran cederapengalaman kerja.Hal-hal diperlukan dalamperhitungan ANSI
Z16.1 sebagai berikut (Ratnawati, 2010).
1. Tingkat Kekerapan (Frequency Rate-FR)
FR= n×1.000.000 …………......... (2.2)
N
2. Tingkat Keparahan (Severity Rate)
SR =TD×1.000.000 ………………. (2.3)
N
3. Rata-rata Hari Hilang (Average Days Charged)
AD =TD ………………. (2.4)
n
4. Indek Cidera Berakibat Cacat (Disabling InjuryIndeks nI)
nI= FR ×SR ………………. (2.5)
1000
5. Indikator Kekerapan-Keparahan (FrequencySeverity Indikator FSI)
FSI = FR×SR ………………. (2.6)√1000
6. Indek Cidera Berat (Serious Injury Index)
SII = SI×1.000.000 ……………….. (2.7)
N
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7. Nilai-T - Selamat (Safe-T-Score)
STS = FR2 - FR1
………………. (2.8)
Keterangan:
n : Jumlah cidera berakibat cacat
N : Jumlah jam kerja terpapar
TD : Jumlah hari hilang
AD : Rata-rata hari hilang
nI : Indeks cidera berakibat cacat
FR : Tingkat kekerapan
SR : Tingkat keparahan
FSI : Indikator kekerapan-keparahan
SII : Indeks cidera berat
SI : Cidera berat
STS: Nilai T Selamat (Safe-T-Selamat) yang tidak berdimensi
FR1: Tingkat kekerapan cidera masa lalu
FR2: Tingkat kekerapan cidera masa sekarang
Penafsiran nilai – T - Selamat ini adalah sebagai berikut:
a. STS antara +2.00 dan -2.00 tidak menunjukkan perubahan yang berarti secara
statistik.
b. STS diatas +2.00 berarti terjadi penurunan prestasi pencegahan kecelakaan kerja
dibanding masa lalu
c. STS dibawah -2,00 berarti menunjukkan terjadinyapeningkatan prestasi
pencegahan kerja dibandingmasa lalu.
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2.11 SOP (Standard Operating Procedures)
2.11.1 Hakekat SOP
SOP adalah petunjuk baku yang sifatnya tertulis, pedoman yang berisi
prosedur-prosedur operasional yang ada dalam suatu organisasi yang digunakan
untuk memastikan, bahwa semua keputusan dan tindakan serta penggunaan fasilitas-
fasilitas proses yang dilakukan oleh orang-orang di dalam organisasi berjalan secara
efektif, konsisten, standard dan sistematik (Tunjang, 2012).
Prosedur adalah dokumen tingkat dua pada struktur dokumentasisistem mutu
setelah pedoman mutu. Suatu prosedur secara umum dapatdidefinisikan sebagai cara
yang ditentukan secara spesifik untukmelaksanakan aktifitas. Pada pelaksanaannya,
suatu prosedur berfungsisebagai dokumen yang menyatakan aliran kegiatan dan
menetapkan tanggungjawab, wewenang yang berhubungan dengan kegiatan tertentu.
Prosedur dan instruksi kerja merupakan panduan untukkeperluan intern
perusahaan.Dokumen-dokumen ini berisi tentang proseduroperasional untuk aktifitas
organisasi sehari-hari. Prosedur adalah cara tertulis yang ditentukanuntuk
melaksanakan suatu kegiatan oleh bagian atau personel, sedangkaninstruksi adalah
cara kerja secara tertulis yang ditujukan kepada bagian ataupersonel untuk melakukan
suatu kegiatan tertentu yang dapat disertai dengangambar proses, peta alur kegiatan,
cara memproses, dan sebagainya (Affandi, 2007).
2.11.2 Beberapa Alasan Dibutuhkannya SOP
Sudah menjadi rahasia umum bahwa hingga saat ini kesan buruklah yang
melekat pada instansi pemerintahan.Hal ini seakan sudah menjadi anggapan umum
dikalangan masyarakat.Tak dapat dipungkiri bahwa adanya anggapan miring tersebut
adalah berawal dari buruknya pelayanan yang ditunjukkan para aparatur kita di
berbagai bidang layanan publik (Tunjang, 2012).
Hal tersebut dapat dipastikan karena tidak adanya sistem kerja yang baku
sebagai koridor pelayanan, sehingga menimbulkan tidak efektifnya kinerja aparatur
yang bertugas melakasanakan pelayanan publik. Hal ini hendaknya menjadi renungan
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setiap aparatur, khusunya para pemangku jabatan di berbagai instansi
pemerintahan.Demi mengangkat kembali citra instansi yang dipimpinnya.
Keluhan dan kesan buruk lambat laun akan menghilang, apabila instansi
pemerintahan dimana anda bekerja menggunakan sebuah standar. Dengan kata lain
harus ada acuan sebagai standar pelaksanaan kerja. Agar semua pekerjaan menjadi
tertata. Selain lebih tertata, penyelenggaraan administrasi menjadi lebih rapi dan
kesalahan yang mungkin terjadi akan dapat diminimalisir, standar pelaksanaan kerja
dilakukan agar sistem berjalan dengan baik (Tunjang, 2012).
2.11.3 Prinsip-prinsip dalam Penyusunan SOP
Sebelum menyusun SOP, ada beberapa hal yang harus diperhatikan secara
saksama, diantaranya adalah (Tunjang, 2012).
1. Adanya kemudahan dan kejelasan
Prosedur-prosedur yang distandarkan harus dapat dengan mudah dimengerti dan
diterapkan oleh semua pegawai. Bahkan oleh seseorang yang sama sekali baru
dalam pelaksanaan tugasnya. Tujuan nya jelas agar semua pegawai mempunyai
pemahaman yang sama terhadap tugas yang akan dilakukannya. Prinsip ini
sangat penting bukan hanya untuk menyederhanakan prosedur akan tetapi juga
menyederhanakan aktivitas yang akan membuat pekerjaan semakin fokus pada
tujuannya. Intinya, SOP menyederhanakan prosedur sebelumnya yang dianggap
rumit.
2. Efisiensi dan efektivitas
Prosedur-prosedur yang distandarkan harus merupakan prosedur yang paling
efisien dan efektif dalam proses pelaksanaan tugas. Ini merupakan prinsip yang
juga harus dipegang oleh para pembuat SOP. Efisiensi dan efektivitas akan
memperkokoh kekuatan pegawai dalam melayani masyarakat. Efisiensi dan
efektivitas ini juga berkaitan dengan tenaga yang dibutuhkan seseorang untuk
menjalankan tugasnya.Apabila prinsip ini dipegang, maka pemborosan biaya dan
tenaga dapat ditekan seminimal mungkin.
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3. Keselarasan
Prosedur – prosedur yang distandarkan harus selaras dengan prosedur lain yang
terkait. Hal ini menjadi penting karena salah satu fungsi pokok dari pembuatan
SOP adalah keselarasan berbagai prosedur untuk kepentingan pegawai itu
sendiri. Keselarasan akan menimbulkan harmonisasi yang akan minghindarkan
tugas yang tumpang tindih dengan ketugasan yang lain. Selain menimbulkan
kericuhan, bisa jadi pekerjaan yang seharusnya bisa dilakukan satu orang  malah
akan dikerjakan beberapa orang sekaligus. Dampak nya jelas, pekerjaan yang
lain akan terbengkalai dan ujung-ujungnya memperlambat proses pelayanan
kepada masyarakat.
4. Keterukuran
Hasil dari prosedur yang distandarkan mengandung standar kualitas tertentu yang
dapat diukur pencapaian keberhasilannya. Pengukuran ini perlu diperhatikan agar
pegawai bisa melihat sampai dimana kompetensi yang dimilikinya dan apa saja
kesalahan yang sudah dibuat. Skala pengukuran tentu dipertimbangkan melalui
prosedur yang sudah tertulis dalam SOP. Prosedur yang terlewati bisa menjadi
salah satu ukuran bahwa seseorang telah melakukan kesalahan tertentu dalam
tugasnya.
5. Dinamis
Prosedur-prosedur yang distandarkan harus dengan cepat dapat disesuaikan
dengan kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan yang berkembang dalam
penyelenggaraan administrasi pemerintahan.Dinamis dalam hal ini adalah cepat
dalam melakukan perubahan, prosedur yang dibuat harus mengikuti kebutuhan
pelayanan dan jangan sampai berlaku sebaliknya.
6. Berorientasi kepada pengguna (mereka yang dilayani)
Prosedur-prosedur yang distandarkan harus mempertimbangkan kebutuhan
pengguna sehingga dapat memberikan kepuasan kepada pengguna.Dalam hal ini,
kebutuhan pengguna lebih diorientasikan kepada kepuasan masyarakat.
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7. Kepatuhan hukum
Prosedur-prosedur yang distandarkan harus memenuhi ketentuan dan peraturan-
peraturan pemerintah yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk memperjelas susunan
dan struktur, baik pada level organisasi maupun pada level dasar hukumnya. SOP
yang disusun harus memperhatikan peraturan-peraturan yang ada dalam
lingkungan yang lebih luas.
8. Kepastian hukum
Prosedur-prosedur yang distandarkan harus ditetapkan oleh pimpinan sebagai
sebuah produk hukum yang ditaati, dilaksanakan dan menjadi instrumen untuk
melindungi pegawai (pelaksana) dari kemungkinan tuntutan hukum.
2.11.4 Rambu-Rambu Yang Perlu Diperhatikan
Jika prinsip sebelumnya ada dalam koridor penyusunan SOP, maka prinsip
yang akan dijabarkan kali ini lebih kepada pelaksanaannya. Setelah disusun secara
matang.Maka pelaksanaannya tidak lepas dari prinsip yang harus dijaga, beberapa
prinsip tersebut adalah (Tunjang, 2012).
1. Konsisten
SOP harus dilaksanakan secara konsisten dari waktu ke waktu, oleh siapapun ,
dan dalam kondisi apapun oleh seluruh jajaran organisasi pemerintahan.
Konsisten bukan dalam arti prosedurnya, akan tetapi lebih kepada bagaimana
melaksanakannya, jika melaksanakan SOP dengan konsisten, maka pegawai
yang bersangkutan akan lebih mudah menjalankannya.
2. Komitmen
SOP harus dilaksanakan dengan komitmen penuh dari seluruh jajaran organisasi.
Mulai dari level yang paling rendah sampai yang tertinggi, pimpinan dan




Pelaksanaan SOP harus terbuka terhadap penyempurnaan-penyempurnaan untuk
memperoleh prosedur yang benar-benar efisien dan efektif.Ini yang menjadi
alasan mengapa SOP harus bersifat dinamis, SOP tetap bisa terjadi perubahan
yang disesuaikan dengan kebutuhan, dilakukan demi kesempurnaan sebuah
prosedur pekerjaan.
4. Mengikat
SOP harus mengikat pelaksana dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan
prosedur standar yang telah ditetapkan. SOP yang dituangkan kedalam bentuk
peraturan agar mempunyai daya ikat bagi seluruh pegawai.
5. Seluruh unsur mempunyai peran penting
Seluruh pegawai mempunyai peran tertentu dalam setiap prosedur yang
distandarkan, jika  pegawai tertentu tidak melaksanakan perannya dengan baik,
maka akan menganggu keseluruhan proses, yang akhirnya juga berdampak pada
proses penyelenggaraaan pemerintah.
6. Terdokumentasi dengan baik
Seluruh prosedur yang distandarkan harus didokumentasikan dengan baik agar
bisa selalu dijadikan referensi bagi siapa saja.
2.11.5 Teknis Penyusunan SOP
Untuk memudahkan kegiatan penyusunan SOP hendaknya terlebih dahulu
ditentukan metode penyusunannya.Dalam hal ini terdapat 3 teknik dasar yang harus
diperhatikan dalam penyusunan, yaitu, teknik naratif, teknik bagan arus, dan teknik
tabular (Tunjang, 2012).
1. Teknik naratif
Teknik naratif mutlak diperlukan dalam penyusunan SOP. Teknik ini
menggunakan kekuatan kata dan kalimat. Dalam hal ini tim harus mampu
menuangkan maksud dan cara kerja SOP dengan seefektif mungkin, karena
narasi prosedur yang efektif akan segera dapat dipahami oleh orang yang
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membacanya, dan ketika dibaca orang lain akan memberikan pemahaman yang
sama.
2. Teknik bagan arus (flowchart)
Teknik bagan arus merupakan teknik yang banyak digunakan dalam
pengembangan sistem informasi dan penyusunan prosedur operasional standar
yang memiliki makna berbeda antara satu dengan lainnya. 6 kumpulan simbol
yaitu, simbol dasar, simbol penghubung, simbol yang melambangkan
penyimpanan, simbol yang melambangkan kegiatan rinci dalam proses, simbol
yang melambangkan alur proses (garis penghubung) dan simbol yang
melambangkan perangkat keras computer, yang secara keseluruhannya
berjumlah 46 simbol, namun yang digunakan untuk SOP yang sifatnya teknis,
cukup digunakan 5 simbol saja, sebagaimana penjelasan yang terdapat dalam
permenpan No.35 tahun 2012. Untuk mengetahui bentuk simbol apa saja yang
dipakai dalam SOP AP selanjutnya data dilihat pada gambar berikut (Tanjung,
2012).
1. = Melambangkan awal mula dan
berakhirnya proses
2. = Melambangkan kegiatan (proses) yang
dilakukan
3. = Melambangkan keputusan
4. = Melambangkan kelanjutan proses
5. = Melambangkan alur proses




Merupakan simbol yang melambangkan awal dan berakhirnya rangkaian dari
suatu pekerjaan dengan demikian, suatu flow harus diawali dan diakhiri
dengan simbol ini
2. Simbol kotak
Merupakan simbol yang melambangkan kegiatan atau tindakan yang harus
dilakukan pelaksana bersangkutan terkait suatu pekerjaan.Menggandakan,
menandatangani, dan menyampaikan merupakan contoh kegiatan yang
dilambangkan dengan simbol ini.
3. Simbol belah ketupat
Merupakan simbol yang melambangkan adanya keputusan.Apabila dalam
suatu rangkaian pekerjaan terdapat 2 alternatif, maka harus menggunakan
salah satunya simbol nya menggunakan ini.
4. Simbol segilima
Merupakan simbol yang melambangkan berkelanjutan rangkaian pekerjaan
ke hal berikutnya. Apbila flow yang menggambarkan rangkaian pekerjaan
tidak cukup satu halaman, maka perpindahan ke halaman berikutnya harus
menggunakan simbol ini.
5. Simbol panah
Merupakan simbol yang melambangkan arah atau urutan tindakan terkait
suatu pekerjaan.Simbol ini menunjukkan siapa pelaksana yang melaksanakan
tindakan tersebut.
3. Teknik Tabular
Teknik tabular adalah teknik yang menggunakan bentuk tabel untuk membuat
SOP. Teknik ini merupakan teknik yang sangat spesifik.Tidak semua SOP dapat
disajikan dalam bentuk tabel.Teknik tebular ini hanya efektif untuk SOP yang
bersifat analisis, kegiatan yang sangat standar, dan kegiatan yang berupa
penjadwalan (Tanjung, 2012).
